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Abstrak
 

Pemerintah Aceh sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, membuat qanun-qanun di provinsi

NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Dengan diperbaharui oleh Undang-Undang No. 11

tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan pemberlakuan syariat Islam di seluruh wilayah

provinsi Aceh. Pemberlakukan syariat Islam secara konstitusional bidang jinayah di provinsi Aceh secara

resmi diberlakukan pada tahun 2002 dengan menerbitkan Qanun No. 12 tahun 2002 tentang Minuman

Khamar dan sejenisnya, Qanun No. 13 tahun 2002 tentang maisir, Qanun No. 14 tahun 2002 tentang

khalwat. Qanun Jinayat mulai memberlakukan ancaman hukuman dalam bentuk hukuman cambuk dan

denda.

Petunjuk teknis pelaksanaan hukum cambuk bagi pelanggar syariat Islam diatur dalam Peraturan Gubernur

Aceh Nomor 10 Tahun 2005. Hukuman cambuk yang dijatuhkan terhadap pelanggar qanun, hanya berlaku

terhadap pelanggar qanun yang beragama Islam. Tesis ini membahas tentang Eksistensi Penerapan Pidana

Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk

mengetahui Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi

Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif.

Hasil penelitian berupa pengaturan tindak pidana syariat Islam di Provinsi Aceh yaitu di Bidang Maisir,

Bidang Khamar, Bidang Khalwat, Bidang Pelaksanaan Syari?at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi?ar

Islam, dan Bidang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya dibahas tentang eksistensi penerapan qanun syariat Islam

terhadap pelanggar tindak pidana qanun syari?at Islam di Provinsi Aceh mulai dari lembaga pembuat qanun

jinayah yaitu eksekutif dan legislatif selanjutnya lembaga pelaksana qanun yaitu Dinas Syariat Islam, WH,

Kepolisian, Kejaksaan serta Mahkamah Syar?iyah serta lembaga pendukung pelaksana syariat Islam lainnya

yaitu MPU, MAA serta Lembaga Keagamaan dan Pendidikan. Kemudian juga dibahas tentang kendala dan

hambatan dalam pelaksanaan hukuman cambuk serta kebijakan pemerintah Aceh dalam menyelesaikan

persoalan tersebut yaitu masih dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) dalam

menjalankan qanun jinayah.

Disarankan agar segera dapat menerapkan hukum acara jinayah agar tidak terjadinya kekosongan

pelaksanaan hukum jinayah. Di samping itu juga agar dapat diterapkan qanun jinayah terhadap perbuatan-

perbuatan yang berdampak lebih besar terhadap masyarakat dan Negara seperti korupsi, penyuapan dan

lainsebagainya serta dengan Pengembangan sumber-sumber hukum khususnya agama Islam di provinsi

Aceh dengan membentuk lembaga pengkajian hukum Islam.

......Aceh Government, in accordance with the mandate of Law No. 18 of 2001 about Special Autonomy for

the Province of Daerah Istimewa Aceh as the province of Nanggroe Aceh Darussalam, contrived Qanuns in

NAD province area in order to implement the special autonomy. Renewed by Act No. 11 of 2006 about
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government in Aceh, Aceh Government mandates the imposition of Islamic law across the province. The

enforcement of Islamic Law constitutionally in jinayah sector in the province was officially introduced in

2002 by publishing Qanun. 12 of 2002 on Drinks Khamar and the like, the Qanun. 13 of 2002 on gambling,

Qanun. 14 year 2002 about seclusion. Jinayat Qanun began imposing sentences in the form of lashing and

fines.

Technical guidelines for the implementation of flashing for violators of Islamic law is regulated in Aceh

Governor Regulation No. 10 of 2005. Lashing that subjected to the violators of Qanun is only applied to

offenders who are Muslims. This thesis discusses the existence of application of Lashing Sentence to the

Violators of Qanun Islamic Sharia in Aceh Province. The purpose of this paper is to figure out the existence

of the application of lashing sentence to the offenders of Qanun Islamic Sharia in Aceh Province. The

research is conducted using normative juridical methods.

The research consists of criminal Sharia Islamic law in the Aceh Province in Maisir, Khamar, Seclusion,

implementation of Sharia Islamic of Islamic teaching, faith,and worship, and the management of Zakat.

Furthermore, in this research is also discussed about the existence of the implementation of Qanun Islamic

Sharia against violators of criminal Islamic Shari'a law in the province of Aceh including the institutions that

conceive Jinayah Qanun which are the executive and legislative, the institutions that implement Jinayah

Qanun, namely Department of Islamic law qanun, WH, Police, Prosecution and the Court Syar'iyah and

other supporting institutions that implement Islamic Shari'a that are the MPU, MAA and Religious and

Education Institutions. In this study is also figured out the constraints and obstacles in implementing the

lashing sentence and the Aceh Government policy in solving the problem which is by using the National

Criminal Proceedings in running qanun jinayah.

It is advised to immediately be able to apply the jinayah law to prevent the vacuum of jinayah law

enforcement. It is also should be implemented the qanun jinayah against actions that have greater impact on

society and the country such as corruption, bribery and so forth as well as the development of resources

Islamic religious law, especially in the province by establishing an assessment institution of Islamic law.


